BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025, bahwa RPJMD 2012-2017 merupakan Tahap Akselerasi-I dengan fokus pembangunan yang diprioritaskan pada 7 lingkup yaitu:
1) Ketahanan pangan, Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial; 
2) Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia; 
3) Pemantapan Kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian; 
4) Pemantapan Kualitas Pelayanan Prasarana dan Sarana Wilayah; 
5) Pengelolaan dan Revitalisasi Tata Ruang, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup; 
6) Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih; dan 
7) Pengembangan dan Pembangunan Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Strategis.
Sekurang-kurangnya tujuh fokus pembangunan tersebut merupakan mandat yang harus tertuang pada setiap periode RPJMD dan diemban oleh Gubernur Banten selama periode kepemimpinannya. Berdasarkan hal tersebut, maka visi, misi, dan program pokok kepala daerah harus merupakan pengejawantahan dari ketujuh fokus pembangunan tersebut yang akan diimplementasikan selama masa jabatannya.
5.1 VISI
Dengan melandasi kebijakan yang tertuang dalam dokumen RPJPD 2005-2025, maka RPJMD 2012-2017 memasuki tahap Akselerasi-I dengan fokus pembangunan tetap pada upaya percepatan: penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan kesejahteraan sosial; pemantapan kualitas sumberdaya manusia; pemantapan kualitas dan pemerataan perekonomian; pemantapan kualitas prasarana dan sarana wilayah; pengelolaan dan revitalisasi tata ruang sumber daya alam  dan lingkungan hidup; penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih; pengembangan dan pembangunan kawasan strategis cepat tumbuh.
Secara geografis, Provinsi Banten memiliki keuntungan berupa letak strategis sebagai penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, dan berbatasan langsung dengan Ibukota Negara DKI Jakarta. Dengan letak yang strategis ini, maka telah mendorong Banten berperan sebagai agen pembangunan (development agent) bagi pertumbuhan nasional, yaitu menghubungkan dua kutub potensi 80% (kapital dan SDM) secara nasional. 
Beberapa permasalahan yang dihadapi Provinsi Banten antara lain: penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah 2012-2017, dititikberatkan pada pengentasan kemiskinan berbasis kemandirian, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan berbasis unggulan, perluasan kesempatan lapangan kerja dan usaha baru, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah menuju kemandirian masyarakat Banten. 
Dengan memperhatikan amanat RPJPD Provinsi Banten 2005-2025 dan RPJMN 2010-2014, serta mempertimbangkan aspek potensi/kondisi aktual, dan permasalahan yang dihadapi, maka Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2012–2017 adalah:
“Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera
Berlandaskan Iman dan Takwa”
Memperhatikan Visi tersebut dan perubahan paradigma serta kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Banten dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional, maupun global. 
Penjabaran makna dari Visi Banten di atas adalah sebagai berikut :
Bersatu Mewujudkan	:	
Merupakan wujud betapa besarnya komitmen rakyat Banten untuk selalu menumbuhkembangkan suasana kemasyarakatan yang rukun, damai, dan harmonis antar seluruh pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, dan aliran atau golongan untuk secara bersama-sama mewujudkan rakyat Banten yang lebih sejahtera.
Rakyat Banten Sejahtera :	
Merupakan cerminan dari suatu keadaan, dimana telah berkurangnya jumlah masyarakat miskin, meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat, terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan perekonomian serta ditemukannya jati diri masyarakat Banten yang maju dan mandiri.
Iman dan Taqwa :	
Merupakan do’a kita bersama, yaitu sebagai persyaratan mutlak untuk dapat terwujudnya kehidupan yang agamis, serta untuk menjadikan masyarakat yang saleh dan taat pada tuntunan ajaran agama yang diyakini. Keberhasilan pembangunan pada bidang atau sektor apapun, tidak akan mendatangkan kemaslahatan dan keberkahan, tanpa dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan.
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut melalui efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, maka ditetapkan misi pembangunan Provinsi Banten, yang didalamnya mengandung gambaran tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2017. 

5.2 MISI
RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 yang merupakan tahapan ketiga dari RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025, berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Banten dalam segala bidang, guna menyiapkan kemandirian masyarakat Banten. Hal tersebut akan dicapai dengan menciptakan aktivitas ekonomi yang efektif dan efisien, menekankan upaya penguatan suprastruktur pelayanan kesehatan dan pendidikan, melanjutkan pembangunan infrastruktur wilayah, memantapkan revitalisasi infrastruktur yang telah ada, meningkatkan produktivitas pertanian dengan memanfaatkan teknologi berkelanjutan, meningkatkan kerja sama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan, meningkatkan kinerja pemerintahan daerah, menyusun perencanaan yang cerdas dan mampu menjawab masalah serta mengantisipasi peluang dan tantangan yang muncul secara cermat dan cerdas.  
Kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan akan terus didorong. Kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas melalui pengembangan kegiatan utama (core business) berdasarkan potensi unggulan untuk mengurangi disparitas kesejahteraan antar wilayah. Hal ini dilakukan melalui pengembangan agribisnis, bisnis kelautan, industri manufaktur, jasa, dan pariwisata, yang ditunjang oleh pengembangan dunia usaha, investasi, infrastruktur dan kemampuan keuangan daerah.
Dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi juga dilakukan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur bagi penyediaan energi termasuk listrik, serta memantapkan infrastruktur wilayah dalam rangka mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, dengan berprinsip pada pro growth, pro poor, pro job, pro environment, pro public, melalui peningkatan keberpihakan dalam penganggaran pada bidang pendidikan, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan, serta infrastruktur wilayah dan kawasan.
Dalam rangka pencapaian Visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut:
Misi Pertama, Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Mendukung Pengembangan Wilayah dan Kawasan yang Berwawasan Lingkungan, ditujukan untuk konektivitas pengembangan wilayah/kawasan guna percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Banten serta meningkatkan layanan dasar masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;
Misi Kedua, Pemantapan Iklim Investasi yang Kondusif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, ditujukan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
Misi Ketiga, Peningkatan  Kualitas Sumberdaya Manusia yang Religius, Cerdas dan Berdaya Saing dalam Kerangka Penguatan NKRI, ditujukan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, agamis dan berdaya saing; 
Misi Keempat, Penguatan Semangat Kebersamaan Antar-Pelaku Pembangunan dan Sinergitas Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Selaras, Serasi dan Seimbang, ditujukan  untuk mewujudkan Banten rukun damai, membangun kebersamaan yang sinergis antara pusat-daerah, beserta stakeholders dalam menjalankan peran dan fungsinya masing-masing secara terintergrasi membangun Banten;
Misi Kelima, Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Berwibawa Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih, ditujukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.
Ke 5 (lima) misi tersebut dalam pencapaiannya harus dilandasi nilai-nilai agama dan budaya daerah, serta mempedomani prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan, sebagai berikut:
1. Good Governance (tata kelola kepemerintahan), yaitu kepengelolaan dan kepengurusan pemerintahan yang baik bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang solid, bertanggung jawab, efektif dan efisien, dengan menjaga keserasian interaksi yang konstruktif di antara domain negara, swasta dan masyarakat;
2. Integrity (integritas), yaitu suatu kesatuan perilaku yang melekat pada prinsip-prinsip moral dan etika, terutama mengenai karakter moral dan kejujuran, yang dihasilkan dari suatu sistem nilai yang konsisten;
3. Quality and accountability (mutu dan akuntabilitas), yaitu suatu tingkatan kesempurnaan, merupakan karakteristik pribadi yang mampu memberikan hasil yang melebihi kebutuhan atau pun harapan, dan sebuah bentuk tanggungjawab untuk suatu tindakan, keputusan dan kebijakan yang telah mempertimbangkan mengenai aturan, pemerintahan dan implementasinya, dalam pandangan hukum dan tata kelola yang transparan;
4. Pemerataan pembangunan yang berkeadilan, yaitu upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan antarwilayah, dan kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat, melalui pemenuhan kebutuhan akses pelayanan sosial dasar termasuk perumahan beserta sarana dan prasarananya, serta memberikan kesempatan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangi pengangguran dengan menyeimbangkan pengembangan ekonomi skala kecil, menengah, dan besar. 
5. Penggunaan data dan informasi yang terintegrasi (satu data dan informasi banten) yang akurat, terbaharukan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen tersebut terdiri dari data dan informasi spasial (keruangan) dan a-spasial (non keruangan).


5.3 TUJUAN DAN SASARAN
Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. 
Tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target pada pelaksanaan masing-masing Misi diuraikan dalam Tabel 5.1 berikut:
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Tabel 5.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target 
RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017

Visi : Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa
	MISI
	TUJUAN
	SASARAN
	INDIKATOR KINERJA
	KONDISI AWAL
	TARGET TAHUN

	
	
	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Misi Pertama, Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Mendukung Pengembangan Wilayah/Kawasan Berwawasan Lingkungan
	Untuk konektivitas pengembangan wilayah/kawasan guna percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Banten serta meningkatkan layanan dasar masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan
	1
	Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan perhubungan orang, barang dan jasa;

	Tingkat Kemantapan Jalan (%)



	71,15
	78,15
	85,15
	92,15

	99,15

	100

	
	
	
	
	Tingkat Kemantapan Jembatan (%)
	86,00
	88
	90

	92
	94
	96

	
	
	2
	Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang handal untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air;



	Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Teknis (ha)
	17.029,64
	18.218,52
	19.407,39
	20.596,26

	21.785,14

	22.974,00

	
	
	3
	Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Banten;
	Rasio Elektrifikasi (%)
	81,04
	83,04
	85,04
	87,04

	89,04

	91,04

	
	
	4
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman
	Cakupan Pelayanan Air Bersih Perkotaan dan Pedesaan (%)
	27,47
	32,87
	37,48
	42,48

	47,49

	52,50

	
	
	
	
	Cakupan Akses Pelayanan Sanitasi Dasar (%)
	67,01
	70,53

	74,05
	77,57

	81,09

	84,61

	
	
	5
	Terwujudnya keamanan dan keserasian dalam pembangunan infrastruktur;
	Cakupan Pembinaan Jasa Konstruksi
	40
	50
	60
	70
	80
	80

	
	
	6
	Berkurangnya tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan dan resiko bencana;
	Tingkat Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar (%)
	62
	62,5
	63
	63,5
	64
	64,5

	
	
	
	
	Jumlah hari dengan  Kualitas Udara Perkotaan Kategori Baik (Hari)
	360
	360
	360
	360
	360
	360

	
	
	
	
	Cakupan Penurunan Beban Pencemaran Air Limbah Industri (%)


	20
	19

	18
	17

	16

	15

	
	
	7
	Meningkatnya fungsi kawasan lindung Banten;
	Capaian Luas Kawasan Lindung Terhadap Luas Wilayah Banten (%)


	15,74
	29,03

	29,03
	29,03
	29,03
	29,03

	
	
	
	
	Luas Kawasan Yang Terlindungi Dari Dampak Banjir (ha)


	2.767,82
	3.754,79
	4.741,77
	5.728,745

	6.715,72

	6.710,00

	
	
	8
	Terlaksananya penataan ruang yang berkelanjutan;


	Rasio Rencana Kawasan Strategis yang Tersusun (%)


	3,0
	4,5
	4,67
	4,83
	5,17
	6,50

	
	
	9
	Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan serta energi terbaharukan diantaranya panas bumi, angin dan surya.


	Jumlah Penerapan Energi Alternatif  (unit)
	86
	106

	312
	345

	408
	514

	Misi Kedua, Pemantapan Iklim Investasi yang Kondusif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
	Untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat




















	1
	Meningkatnya aktivitas ekonomi regional berbasis potensi lokal;
	Indek Gini
	0,4
	0,3
	0,3
	0,2
	0,2
	0,2

	
	
	
	
	PDRB Per Kapita  (Rp)

	20.000.000
	22.000.000
	24.000.000
	26.000.000
	28.000.000
	30.000.000

	
	
	
	
	Daya Beli Masyarakat (Rp)
	634.938
	637.406

	639.873
	642.341

	644.809
	647.276

	
	
	
	
	Pengeluaran Konsumsi Pangan Per Kapita Per Bulan (Rp)
	350.196
	394.893
	429.550
	464.287
	498.984
	533.681

	
	
	
	
	Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita Per Bulan (Rp)
	402.873
	439.822
	476.672
	513.521
	550.371
	587.220

	
	
	
	
	Pertumbuhan Sektor Pertanian   (%)
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	
	
	
	
	Pertumbuhan Sektor Peternakan  (%)
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	
	
	
	Pertumbuhan Sektor Perkebunan (tanaman keras) (%)
	8,5
	8,5
	8,5
	8,5
	8,5
	8,5

	
	
	
	
	Pertumbuhan Sektor Kehutanan (%)
	8,5
	8,5
	8,5
	8,5
	8,5
	8,5

	
	
	
	
	Pertumbuhan Sektor Pertambangan (%)
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	
	
	
	


	Pertumbuhan Sektor Pariwisata (Hotel dan Restoran) (%)
	14,5
	14,5
	14,5
	14,5
	14,5
	14,5

	
	
	
	
	Pertumbuhan Sektor Perikanan (%)
	13,5
	13,5
	13,5
	13,5
	13,5
	13,5

	
	
	
	
	Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	
	
	
	
	Pertumbuhan Sektor Industri (%)
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	
	2
	Meningkatnya kesempatan dan penyediaan lapangan kerja;

	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
	70,24
	72,54

	74,85
	77,155

	79,46

	81,13

	
	
	3
	Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan K-UMKM dalam pengembangan ekonomi lokal;
	Persentase  Wirausaha Baru (%)
	16,66
	17,33

	18,00
	18,67

	19,34

	20,66

	
	
	4
	Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja;
	Laju Pertumbuhan Investasi (% / Tahun)
	13,35
	13,38

	13,41
	13,43

	13,47

	13,70

	
	
	5
	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat.
	Penguatan Cadangan Pangan Provinsi  (Ton)
	200
	200
	200
	200
	200
	1.000

	
	
	
	
	Indeks Tanam (Padi)




	204
	204
	204
	204
	204
	204

	Misi Ketiga, Peningkatan  Kualitas Sumberdaya Manusia yang Religius, Cerdas dan Berdaya Saing dalam Kerangka Penguatan NKRI
	Untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, agamis dan berdaya saing
	1
	Tuntasnya program pemberantasan buta aksara;
	Angka Melek Huruf (%)
	96,20
	96,36

	96,52
	96,68

	96,84

	97,00

	
	
	2
	Meningkatnya akses dan mutu  pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pencanangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah;
	Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)
	8,99
	9,09
	9,19
	9,29
	9,47
	9,65

	
	
	
	
	Angka Partisipasi Murni (APM)    SD/MI/Paket A (%)

	98,76
	99
	99,24
	99,48
	99,72
	99,95

	
	
	
	
	Angka Partisipasi Murni (APM)   SMP/MTs/Paket B (%)

	71,45
	72,87
	74,32
	75,80
	77,31
	78,85

	
	
	
	
	Angka Partisipasi Murni (APM)   SMA/SMK/MA/Paket C (%)

	48,43
	49,39
	50,37
	51,37
	52,39
	53,43

	
	
	
	
	Angka Partisipasi Kasar (APK)  SD/MI/Paket A (%)

	117,88
	118,11
	118,34
	118,70
	118,80
	119,03

	
	
	
	
	Angka Partisipasi Kasar (APK)   SMP/MTs/Paket B  (%)
	98,88
	99,10
	99,32
	99,54
	99,76
	100

	
	
	
	
	Angka Partisipasi Kasar (APK)  SMA/SMK/MA/Paket C  (%)
	61,87
	65,87
	69,87
	73,87
	77,87
	81,87

	
	
	
	
	Angka Partisipasi Sekolah  (%) Pendidikan Dasar
	81,70
	81,86
	82,02
	82,18
	82,34
	82,50

	
	
	
	
	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Menengah (%)
	50,90
	51,00
	51,10
	51,20
	51,30
	51,40

	
	
	3
	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan serta upaya kesehatan masyarakat, terutama masyarakat miskin
	Angka Harapan Hidup (Tahun)

	66,10
	66,70

	67,30
	67,90

	68,50

	69,10

	
	
	
	
	Angka Kematian Bayi (1/1000 KH)

	28,90
	28,20
	27,60
	26,98
	26,40
	25,70

	
	
	
	
	Angka Kematian Ibu (1/100.000 KH)
	165
	155
	125
	115
	105
	100

	
	
	4
	Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja;
	Cakupan Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Masyarakat

	30
	35

	40
	45

	50

	50

	
	
	5
	Meningkatnya kesetaraan gender;
	Indeks Pembangunan Gender (%)

	64,38
	65,09
	65,99

	67,09
	68,29
	69,39

	
	
	
	
	Indeks Pemberdayaan
Gender (%)

	67,05
	67,26

	67,40
	68,45
	68,77
	68,98

	
	
	6
	Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat.
	Cakupan Pembinaan Lembaga Kepemudaan

	60
	65

	70
	75

	80

	80

	
	
	
	
	Cakupan Pembinaan Cabang Olahraga
	17
	19

	21
	23

	25

	25

	Misi Keempat, Penguatan Semangat Kebersamaan Antar-Pelaku Pembangunan dan Sinergitas Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Selaras, Serasi dan Seimbang
	Untuk mewujudkan Banten rukun damai, membangun kebersamaan yang sinergis antara pusat-daerah, beserta stakeholders dalam menjalankan peran dan fungsinya masing-masing secara terintergrasi membangun Banten;
	1
	Meningkatnya pelayanan sosial dan partisipasi sosial masyarakat;
	Cakupan Pelayanan PMKS (%)
	4,28
	5,27

	6,26
	7,25

	8,24

	14,23

	
	
	2
	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama;
	Jumlah Konflik Bernuansa SARA
	0
	0

	0
	0

	0

	0

	
	
	3
	Revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;
	Cakupan Pelestarian dan Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah
	60
	65

	70
	75

	80

	80

	
	
	4
	Terkendalinya pertumbuhan, pertambahan jumlah serta persebaran penduduk;
	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
	2,00
	1,98
	1,95
	1,92
	1,89
	1,86

	
	
	5
	Terwujudnya peningkatan partisipasi perencanaan dan kerjasama pembangunan daerah

	Jumlah Kerjasama (Kesepakatan) Pembangunan Daerah
	4
	4

	4
	4

	4

	4

	Misi Kelima, Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Berwibawa Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
	Untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik
	1
	Meningkatnya pengawasan, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi;
	Cakupan Tindak Lanjut LHP  (%)
	74,06
	74,53

	75
	75,47

	75,94

	80

	
	
	2
	Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi;
	Rasio  Kemandirian Daerah



	76,4
	76,7

	77
	77,3

	77,6

	77,8

	
	
	
	
	Opini Audit BPK
	WDP
	WDP

	WTP
	WTP
	WTP
	WTP

	
	
	3
	Meningkatnya pelayanan data dan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat;


	Skala Kepuasan Masyarakat (skala 1-4)
	2,5
	2,75

	3,0
	3,25

	3,5

	3,5

	
	
	4
	Meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan pembangunan perdesaan;
	Skala Komunikasi dan Koordinasi Antar Instansi Pemerintah (skala 1-7)
	5
	5,5

	6
	6,5

	7

	7

	
	
	5
	Meningkatnya pembangunan dan pembinaan hukum di daerah;
	Cakupan Penyelesaian PERDA (%)
	80
	85


	90
	95

	100

	100

	
	
	6
	Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman, linmas, regulasi, kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana;
	Cakupan Penegakan PERDA  (%)


	80
	85

	90
	95

	100

	100

	
	
	
	
	Angka Kriminalitas


	2.329
	2.228
	2.127
	2.026
	1.925
	1.804

	
	
	
	
	Cakupan Mitigasi Kebencanaan
	60
	65

	70
	75

	80

	80

	
	
	7
	Meningkatnya perencanaan dan pengendalian pembangunan;
	Tingkat Capaian Sasaran RPJMD (%)
	80
	55

	60
	70

	80

	90

	
	
	8
	Meningkatnya kualitas Demokrasi di daerah
	Tingkat Partisipasi Pemilih (%)
	-
	-
	64,40
	-

	-

	66,33

	
	
	
	
	Indeks Demokrasi Indonesia
	70,98
	71,98


	72,98
	73,98

	74,98

	75,98



